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ABSTRAK 

 

       Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu program 

penyediaan insfraktruktur yang dilaksanakan berdasarkan kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasonal (RPMJN) tahun 2015-2019 dalam 

mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional. Dengan 

adanya pembangunan tersebut pelaksanaan pengadaan tanah dilandasakan kepada 

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum serta Perpres No. 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam 

penelitian ini penulis mengkaji masalah terkait ganti kerugian tanah sisa pada 

lahan milik PT.X dalam gugatan keberatan ganti kerugian yang diajukan oleh 

PT.X kepada pengadilan negeri Karawang dengan dikaji berdasarkan kepada 

pelaksanaan pengadaan tanah pada lahan milik PT.X, pemberian ganti kerugian 

pelaksanaan pengadaan tanah dan penyelesaian luas sisa tanah milik PT.X yang 

lebih luas daripada luas lahan yang diperlukan.  

       Pada penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan metode spesifikasi 

penelitian yang bersifat deskritif analitis, penulis juga menggunakan jenis metode 

pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian 

kepustakaan dengan 3 bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier dan disertakan penelitian menggunakan penelitian lapangan yang 

berdasarkan kepada putusan pengadilan terkait kasus yang diteliti dengan 

menggunakan metode yuridis kualitatif.  

Berdasarkan kepada hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terkait pelaksanaan 

dari Pengadaan Tanah untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada lahan milik 

PT.X di Kabupaten Karawang belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa proses penilaian yang dilakukan 

dengan hasil dari inventarisasi dan identifikasi lahan tidak sesuai dengan isi Pasal 

57 ayat (1) Perpres No.148 tahun 2015 tentang penyelenggaraan tanah bagi 

kepentingan umum yang menyebutkan bahwa dalam hal melakukan iventarisasi 

dan identifikasi, maka pihak pelaksana pengadaan tanah atau satgas akan 

melakukan pengumpulan data kepada pihak yang berhak. Namun terkait kepada 

pemberian ganti kerugian pada luasan sisa tanah lahan milik PT.X yang tidak 

dapat ganti kerugian, penulis beranggapan bahwa isi putusan yang menolak 

pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan isi Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa 

penggantian kerugian haruslah berdasarkan kepada tanah sisa terdampak 

sedangkan dalam tanah sisa yang diajukan oleh PT.X, luasan tanah sisa tersebut 

tidak termasuk dalam kategori terdampak karna luasannya yang lebih luas dari 

luas tanah yang terkena obyek pengadaan tanah secara langsung.  

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Kepentingan Umum  
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ABSTRACT 

 

       The construction of the Jakarta-Bandung High-Speed Rail is one of 

the infrastructure provision programs based on the 2015-2019 National Medium-

Term Development Plan (RPMJN). It aims to accelerate growth and equitable 

national development. With this development, the implementation of land 

acquisition is based on Law no. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for 

Development in the Public Interest and Presidential Decree No. 148 of 2015 

concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the 

Public Interest. In this study, the researcher reviewed the problem of the legal 

issue relating to compensation for the remaining land on land owned by PT. X in 

a lawsuit against compensation filed by PT. X to the Karawang district court. 

Based on the implementation of land acquisition on land owned by PT. X, the 

provision of compensation for implementing land acquisition and completing the 

remaining area of land owned by PT. X is wider than the required land area. 

The researcher used descriptive-analytical research specifications with a 

normative juridical approach. She conducted library research with three legal 

materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. In addition, 

she conducted field research based on court decisions related to the case under 

study. She used the qualitative juridical method to analyze the obtained data. 

Based on the results of this study,  the implementation of the Land 

Procurement for the Jakarta-Bandung High-Speed Rail on land owned by PT.X in 

Karawang Regency is not entirely by Law no. 2 of 2012 concerning Land 

Acquisition for Development in the Public Interest. The assessment process 

carried out with the results of the inventory and identification of land is not by 

Article 57 paragraph (1) of Presidential Regulation No.148 of 2015 concerning 

the administration of land for the public interest. In carrying out an inventory and 

identification, the land acquisition executor or task force will collect data from 

the entitled party. But PT. X did not receive compensation for the remaining area 

of the land he owned. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in 

the Public Interest. Compensation must be based on the remaining affected land. 

In contrast, in the remaining land proposed by PT.X, the remaining land area is 

not included in the affected category because its area is wider than the land area 

directly affected by the land acquisition object. 

 

Keywords: Land Procurement, Compensation, Public Interest. 
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penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.  
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DALAM PENGADAAN TANAH KERETA CEPAT DITINJAU DARI UU 

NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH JO PERPRES NO. 

148 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN 

TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”  
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